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Abstrak:  Praktik  Akuntansi  Betawian  dalam  Perspektif  Kuasa  dan 
Pengetahuan. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelas- 
kan praktik akuntansi Betawian pada masa kekuasaan Belanda. Metode 
yang digunakan adalah perspektif Foucauldian. Artikel ini menemukan 
bahwa perspektif kuasa kapitalis menghasilkan pengaruh besar terha- 
dap pemungutan pajak yang dilakukan pada masyarakat Betawi. Kua- 
sa dari kolonialisme Belanda merupakan mekanisme yang dapat men- 
ciptakan  pengetahuan  praktik  akuntansi  yaitu  dalam  hal  pembuatan 
aturan pemungutan pajak maupun denda kepada rakyat lokal. Hal ini 
digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dalam jangka 
waktu panjang.

Abstract:  The  Betawian  Accounting  Practice  in  Power  and  Know­ 
ledge Perspective. This article aims to identify and explain the Betawian 
accounting practices during the Dutch colinialism period. The method used
is  Foucauldian  perspective.  This  article  finds  that  the  perspective  of  ca­ 
pitalist power produces a major influence on tax collection conducted on
Betawi society. Power of Dutch colonialism is a mechanism that can create 
knowledge (accounting practices) that is in terms of making the rules of tax
collection and fines to the local people. It is used as a tool to perpetuate
power in the long term.

Kata kunci: akuntansi, betawi, kolonialisme

Akuntansi sebenarnya telah terjadi 
dan dipraktikkan di masa lalu dengan kon-
teks sosial pada masa itu. Akuntansi dapat 
memberikan suatu makna berarti apabila 
tidak terlepas dari pembentukan akuntansi 
di masa lampau ataupun realitas organisasi 
dan sosialnya (Walker, 2016). Praktik-prak-
tik akuntansi yang terjadi di suatu negara 
pada masa lalu dipengaruhi oleh berbagai 
kondisi lingkungannya (Budiasih, 2016) saat 
itu kondisi juga ikut memengaruhi bagaima-
na perkembangan akuntansi di negara terse-
but. Akuntansi mencakup kehidupan sosial 
dari lingkup terkecil yakni individu, perusa-
haan atau organisasi, sampai dengan ling
kup terbesar yaitu antarnegara (Gebreiter 
& Ferry, 2016). Selain itu, waktu ternyata 
juga merupakan suatu elemen penting da-
lam akuntansi karena akuntansi mencakup 

kehidupan sosial masyarakatnya yang terja-
di dari masa lalu, masa kini, hingga masa 
datang (Parker, 2011). Makna dimensi wak-
tu dalam kehidupan menjadi faktor yang 
menentukan ketika memahami peristiwa 
sejarah. Sebagai peristiwa masa lalu sejarah 
mempunyai dimensi temporal yang sangat 
penting, yaitu masa lalu, masa sekarang, 
dan masa yang akan datang. Apabila masa 
lalu dapat diketahui maknanya maka dapat 
dikatakan bahwa sejarah mampu menja-
di guru terbaik guna memahami masa se-
karang dan memproyeksikan kehidupan di 
masa yang akan datang. Jadi, praktik akun-
tansi ada dalam kehidupan sosial dari yang 
terkecil hingga terbesar dan dimulai dari 
masa lalu, saat ini, dan masa mendatang.

Akuntansi merupakan suatu ilmu yang 
praktiknya dibentuk berdasarkan interak-
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si sosial yang begitu kompleks, selanjutnya 
disebut sebagai ilmu sosial. Akuntansi se-
bagai suatu ilmu sosial, praktiknya tidak be-
bas dari nilai, tetapi sebaliknya sangat sarat 
dan kental dengan nilai (Triyuwono, 2016). 
Nilai-nilai yang membentuk praktik akun-
tansi sangat ditentukan oleh faktor-faktor 
seperti kultur masyarakat, sistem ekonomi, 
politik, dan sosial (Budiasih, 2012) di mana 
akuntansi tersebut dipraktikkan. Jadi, 
akuntansi yang digunakan sebagai bahasa 
bisnis seperti saat ini tidak ada dengan be-
gitu saja. Namun, selalu berkaitan dengan 
fenomena sosial yang ada di lingkungan 
tempat akuntansi tersebut dipraktikkan 
(Budiasih, 2016). Praktik akuntansi diben-
tuk oleh lingkungan sosial dan sekaligus 
membentuk lingkungan sosial itu sendiri 
(Budiasih, 2016). Akuntansi sebagai suatu 
ilmu sosial, praktiknya juga tidak dapat di
pisahkan dari perkembangan teknologi dan 
kapitalisme (Badua & Racca, 2017). Hal ini 
mengakibatkan hubungan yang sangat erat 
antara praktik akuntansi dan kapitalisme 
yang akhirnya dapat menimbulkan adanya 
perkembangan praktik akuntansi yang ber-
dampingan dengan kapitalisme itu sendiri.

Kapitalisme akan dapat mengubah pe
rilaku dalam hubungannya dengan praktik 
akuntansi di lingkungannya (Robertson & 
Funnell, 2012) disebabkan karena akuntansi 
itu merupakan ilmu sosial yang praktiknya 
selalu berhubungan dengan lingkungannya. 
Apabila lingkungan sosial yang membentuk 
akuntansi tersebut adalah lingkungan kapi-
talisme, maka perkembangan praktik akun-
tansi sebagai suatu ilmu sosial juga akan 
berlandaskan kapitalisme. Praktik akuntan-
si dalam lingkungan kapitalisme juga pada 
akhirnya akan tidak berdaya dan terperang-
kap dalam gelombang arus kapitalisme itu 
sendiri (Badua & Racca, 2017). Perkembang
an praktik akuntansi dalam lingkungan so-
sial (Budiasih, 2016) yang sangat dominan 
budaya kapitalismenya akan mengakibatkan 
perilaku individu-individu yang termasuk di 
dalamnya juga akhirnya ikut berperilaku ka-
pitalis. Demikian juga halnya dengan prak-
tik akuntansi yang terjadi dalam masyarakat 
Betawi di bawah kekuasaan kolonialisme 
Belanda sebagai suatu sistem kapitalis pada 
masa itu.

Kata Betawi sebenarnya berasal dari 
kata Batavia yaitu nama Jakarta lama yang 
dulu diberikan oleh kolonialisme Belan-
da. Betawi digunakan untuk menyatakan 

suku asli yang menghuni daerah Jakarta 
dan menggunakan bahasa dan kebudayaan 
Melayu (Suswandari, 2017). Suku Betawi 
sebenarnya bukanlah suku asli melainkan 
berasal dari percampuran antar berbagai 
suku bangsa yang lebih dulu ada di Batavia 
(Knight, 2014). Keturunan campuran aneka 
suku dan bangsa yang didatangkan oleh Be-
landa ke Batavia (Steyaert, 2012) merupa-
kan pembentuk suku Betawi. Mengenai asal 
usul etnis Betawi, beberapa ahli mengklaim 
bahwa mereka terlahir dari perkawinan si
lang dengan kelompok lain yang telah ada 
di Jakarta saat diberi nama Batavia. Di an-
tara kelompok etnis termasuk orang Ambon, 
Bali, Banda, Bugis, Bima, Buton, Flores, 
Jawa, Melayu, Sunda, dan Sumbawa. Bebe
rapa catatan sejarah di Jakarta menyatakan 
bahwa etnis Betawi berasal dari perkawinan 
antaretnis yang datang ke Batavia karena 
kepentingan Belanda. Jadi, suku Betawi se-
benarnya merupakan suku pendatang baru 
di Batavia, perpaduan dari berbagai suku 
lain yang sudah lebih dulu hidup di Bata-
via yang berasal dari beberapa pulau lain di 
semenanjung Indonesia, seperti orang Jawa, 
Bali, Sunda, Tionghua, dan Arab (Knight, 
2014; Knörr, 2009). Berbagai etnis sebagai 
pembentuk suku Betawi pada masa itu 
menjadi salah satu perhatian bagi pemerin-
tah Kolonial Belanda saat itu. Hal tersebut 
disebabkan oleh kemajuan daerah Batavia 
yang cukup pesat khususnya dalam bidang 
perdagangan sehingga praktik akuntansi 
masyarakat Betawi pun ikut menjadi pusat 
perhatian kaum kapitalis sebagai penguasa 
pada masa itu yaitu koloni Belanda. Praktik 
akuntansi masyarakat Betawi (selanjutnya 
dalam makalah ini disebut dengan akuntan-
si Betawian) pada masa kolonialisme Belan-
da memiliki suatu keunikan karena merupa-
kan praktik akuntansi yang berhubungan 
dengan lingkungan yang berasal dari cam-
puran berbagai suku dan etnis saat itu yang 
perlu untuk diketahui. Di samping itu dise-
babkan juga pada masa itu Betawi menjadi 
pusat perhatian kaum kapitalis dengan ke-
majuan pesatnya dalam bidang perdagang
an yang dialami masyarakat tersebut. Jadi 
berdasarkan hal itulah pembuatan artikel 
ini bertujuan ingin mengetahui dan men-
jelaskan lebih dalam secara konseptual teo-
retis tentang hubungan antara pengetahuan 
praktik akuntansi Betawian pada masa 
kekuasaan kapitalis kolonialisme Belanda 
dipandang dari perspektif “kuasa-pengeta-
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huan” Foucauldian.
Riset-riset empiris mengenai praktik 

akuntansi di masa lalu atau sejarah praktik 
akuntansi telah dilakukan baik di Indonesia 
maupun internasional. Penelitian mengenai 
sejarah akuntansi Indonesia pada masa ke-
jayaan Kerajaan Singosari (Lutfillah, 2014; 
Lutfillah & Sukoharsono, 2013) menemukan 
bahwa akuntansi pada masa kejayaan kera-
jaan Singosari dapat dilihat dalam hal kuasa 
Raja Ken Arok dalam menentukan penge-
tahuan atau aturan seperti aturan pemba-
yaran pajak untuk masyarakatnya. Selain 
itu, sejarah akuntansi Indonesia dalam hal 
sosial, politik, dan ekonomi dikaji dalam 
penelitiannya (Kusdewanti, Setiawan, Mu-
lawarman, & Kamayanti, 2014). Penelitian 
tentang konstruksi praktik-praktik akun-
tansi pada masa pemerintahan Raja Udaya-
na di Bali (Budiasih, 2012) juga melengkapi 
riset sejarah akuntansi dipandang dari berb-
agai segi kehidupan masyarakatnya. Sejarah 
akuntansi di Indonesia pada masa kolonial-
isme Belanda pada abad ke-17 (Hing, 2017) 
ikut melengkapi riset sejarah akuntansi di 
Indonesia. Sementara itu, riset-riset sejarah 
akuntansi di dunia juga telah banyak dilaku-
kan seperti Edwards (2011), Haka (2016), 
Sangster (2012), Hollingsworth (2012), 
Yamey (2012), Patton & Hutchison (2013), 
dan Thompson (2013). Berdasarkan peneli-
tian-penelitian mengenai sejarah akuntan-
si baik di Indonesia maupun internasional, 
dipandang masih terdapat riset gap dalam 
hal lokasi dan objek kajian sejarah akuntan-
sinya. Artikel ini mencoba untuk lebih men-
dalami mengenai sejarah praktik akuntansi 
Betawian pada masa kapitalisme kolonial-
isme dipandang dari perspektif Foucauldian. 

METODE
Penggunaan konsep filosofis Foucauldi­

an dalam studi sejarah akuntansi menggu-
nakan konsep yang dikemukakan oleh Mi-
chael Foucault (selanjutnya dalam makalah 
ini disebut Foucault saja) yaitu konsep kua-
sa-pengetahuan (Power-knowledge). Fou-
cault beranggapan bahwa sejarah dipahami 
bukan sebagai sesuatu yang berkesinam-
bungan tetapi sebagai suatu diskontinuitas. 
Foucault memahami sejarah tidak sebagai 
garis sambung yang melanjutkan garis se-
belumnya atau yang menghubungkan satu 
periode dengan periode lainnya, melainkan 
sebuah perjalanan yang terjadi secara dis-
kontinuitas (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 
2015; Lemke, 2015). Diskontinuitas dinilai 

sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di mana 
sebelumnya telah terjadi terlebih dahulu se-
buah proses distribusi pengetahuan baru. 
Artinya, dalam setiap perubahan jaman 
terdapat juga perubahan tema kejadian se-
bagai landasannya. Perubahan-perubahan 
tema tersebut dalam konsep diskontinui-
tas, tidaklah seperti membalikkan telapak 
tangan, tetapi terjadi sesuai dengan kejadi-
annya. Pandangan sejarah berdasarkan pe-
mikiran Foucault termasuk dalam sejarah 
akuntansi tersebut.

Konsep utama Foucault dalam men-
jelaskan tentang diskontinuitas sejarah 
akuntansi adalah melalui kuasa-pengeta-
huan (power-knowledge). Hal utama yang 
akan dibahas dalam artikel ini adalah ten-
tang hubungan antara kuasa dan ilmu pe
ngetahuan. Jadi, dipandang perlu kiranya 
untuk memahami tentang hubungan yang 
terjalin antara kuasa dan pengetahuan yang 
menjadi substansi pemikiran Foucault terse-
but. Kuasa dan ilmu pengetahuan menurut 
Foucault dianggap memiliki hubungan yang 
sangat erat.

Bagi Foucault sejarah merupakan se-
buah ilmu arkeologi. Sejarah sebagai arke-
ologi ini dapat dipahami di dalam bukunya 
tentang Sejarah Kegilaan (Ball, 2015; Lad-
va & Andrew, 2014). Foucault memahami 
arkeologi tersebut bukanlah sebagai arche 
melainkan dipandang sebagai archive, yaitu 
bukan asal muasal sesuatu tetapi sebagai 
dokumen sejarah. Menurutnya, arkeologi 
menguji arsip sejarah sebagai sistem yang 
memapankan pernyataan-pernyataan se-
bagai peristiwa atau sebagai benda. Sejarah 
dalam wacana Foucault dibatasi pada sejarah 
pengetahuan. Selanjutnya, dalam menjelas-
kan tentang kebenaran suatu pengetahuan, 
Foucault menggunakan metodologi arkeologi 
(Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lem-
ke, 2015). Karya awal Foucault untuk men-
jelaskan suatu kebenaran yaitu dengan cara 
mengupas tentang sebuah metodologi yang 
dinamakan dengan arkeologi pengetahuan. 
Terbitnya buku The Archeology of Knowledge 
tahun 1969 menyatakan bahwa seluruh 
buku-buku yang ditulisnya berfokus pada 
penelitian arkeologi dan melakukan penyeli-
dikan terhadap fenomena sejarah (Campbell 
& Kelly; Lemke, 2015).

Pendekatan arkeologi dititikberatkan 
pada objek artefak, sesuatu yang tanpa 
konteks, serta artikel-artikel serta arsip-ar-
sip yang tersisa pada masa lalu (Budiasih, 
2012). Penjelasan yang lain menyatakan 
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bahwa arsip adalah seperangkat diskursus 
yang secara aktual tergambarkan. Melalui 
metode arkeologi Foucault berusaha meng-
gali masing-masing tema dari setiap periode. 
Tema tersebut sekaligus digunakan sebagai 
pisau analisis terhadap sistem pengeta-
huan yang diproduksi oleh berbagai wacana 
praktis pada masanya (Campbell & Kelly, 
2013; Flew, 2015). Menurut Foucault, apa 
pun yang membentuk pengetahuan pada 
masanya banyak ditentukan oleh wacana 
praktis tersebut. Foucault menyadari bah-
wa perjalanan sejarah pengetahuan bukan-
lah suatu perjalanan garis sambung yang 
melanjutkan garis sebelumnya. Kondisi ini 
menjadi inspirasi baginya untuk merumus-
kan konsep diskontinuitas sejarah (Flew, 
2015; Suyono, 2001). Jika arkeologi berada 
di gerbang depan dalam proses ilmiah, dis-
kontinuitas sejarah berada di garis akhir 
proses itu. Atau dapat dikatakan bahwa dis-
kontinuitas merupakan simpulan studi yang 
berangkat melalui pendekatan arkeologi.

Bagaimana memahami kondisi penge-
tahuan yang ada pada masyarakat, haruslah 
juga dilihat bagaimana pola penyebaran pe
ngetahuan yang ada. Proses distribusi penge
tahuan akan mengakibatkan sebuah rezim 
kebenaran atas pengetahuan tersebut yang 
akan menentukan apa yang dianggap benar 
dan tidak benar dalam sejarah. Ciri yang 
menonjol dari arkeologi salah satunya ada-
lah penolakan terhadap kehadiran peneliti 
dalam mengintepretasikan sebuah teks. Da-
lam hal ini Foucault berpendapat bahwa pe-
niadaan peran peneliti ini bermanfaat untuk 
dapat mencari modus eksistensi dari sebuah 
teks yang nantinya berpengaruh pada pola 
penyebaran formasi diskursif (Campbell & 
Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015; Dure-
pos & Mills, 2017). Hal ini disebabkan oleh 
pemahaman eksistensi teks pada tiap gene
rasi berbeda sehingga membuat peneliti ti-
dak bisa mengetahuinya. Cara untuk mem-
peroleh keberadaan suatu teks tidak cukup 
diteliti dengan melihat kehadiran pengarang 
saja tetapi juga harus meneliti teks-teks 
lain di luar lingkaran peneliti. Pada akhir
nya Foucault merasa bahwa dalam arkeologi 
perlu menghilangkan fokus dan prasang-
ka antropologis. Pembahasan tentang ma-
nusia dapat menyesatkan dan mendistor-
si pemikiran kita karena individu-individu 
tersebut adalah bentukan dari epistemik 
(Campbell & Kelly, 2013; Suyono, 2001).

Arkeologi pengetahuan merupakan 
karya awal Foucault. Pandangan Foucault 

tentang arkeologi memiliki perbedaan mak-
na dengan ilmu purbakala atau ilmu geolo-
gi. Atau juga bukan ilmu genealogi yang 
mempelajari mengenai asal mula dan se-
bab akibatnya. Namun, arkeologi penge-
tahuan menurut Foucault digunakan da-
lam menguji arsip yang berawal dari suatu 
sistem pemikiran (yang disebut episteme) 
di setiap masa yang menjurus pada prak-
tik ilmu pengetahuan pada masa tersebut. 
Usaha untuk menggali atau mengeksplora-
si epistema yang menentukan suatu masa 
tertentu menurut Foucault disebut sebagai 
analisis berdasarkan arkeologi. Jarak wak-
tu antara masa lampau dan masa sekarang 
sangatlah jauh sehingga kemungkinan akan 
menyebabkan retakan-retakan atau kejadi-
an-kejadian yang ada ditutupi oleh peristiwa 
lainnya. Kejadian-kejadian inilah menurut 
Foucault disebut sebagai diskontinuitas da-
lam sejarah. Foucault (Campbell & Kelly, 
2013; Flew, 2015; Lemke, 2015) memahami 
sejarah tidak sebagai garis sambung yang 
menghubungkan satu periode dengan peri-
ode lainnya melainkan sebuah perjalanan 
yang terjadi secara diskontinuitas.

Pemikiran Foucault setelah arkeologi 
pengetahuan adalah genealogi yang ditan
dai dengan lahirnya karya Foucault berjudul 
“Nietzsche, Genealogy History”. Metode gene-
alogi ini mengupas mengenai bagaimana tu-
buh manusia meregulasi diri dan mengontrol 
diri di bawah kendali kekuasaan yang dipre
sentasikan oleh pengetahuan yang diyakini 
kebenarannya (Armstrong, 2015; Bigoni & 
Funnell, 2015). Produk sejarah dari penge
tahuan yang telah diketahui sebelumnya 
tidak lepas dari pengetahuan sebuah pro-
duk pemikiran seseorang yang mempunyai 
kekuasaan untuk membentuk pengetahuan 
tersebut. Oleh karena itu, genealogi beru-
saha untuk mengungkap keanekaragaman 
faktor di balik suatu peristiwa dan kerapuh
an bentuk-bentuk sejarah karena adanya 
diskontinuitas sejarah tersebut. Jadi, ge-
nealogi menurut Foucault adalah berusaha 
menggambarkan bagaimana relasi-relasi 
kekuasaan dan pengetahuan berjalan untuk 
menguasai, mengontrol, dan menundukkan 
tubuh manusia.

Metode genealogi adalah metode yang 
menolak cara tafsir historiografi yang seo-
lah-olah mampu melihat rentetan kejadian 
secara objektif belaka (Campbell & Kelly, 
2013; Flew, 2015; Lemke, 2015; Helden & 
Uddin, 2016). Apabila sejarah mau merunut 
asal-usul sesuatu hal secara objektif begitu 
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saja, genealogi juga merunut motivasi-mo-
tivasi di balik munculnya hal-hal tersebut. 
Genealogi juga berbeda dari pendekatan 
hermeneutik, agama, ataupun fenomenolo-
gi yang beranggapan bahwa seolah-olah 
sesuatu hal itu dapat dirunut hingga pada 
asal-usulnya yang terakhir, kebenaran yang 
mutlak.

Kuasa sebagai suatu strategi dan me-
kanisme mengandung beberapa metodologis 
kekuasaan yang menjadi fokus perhatian 
Foucault (Ladva & Andrew, 2014; Nikide-
haghani & Hui, 2017). Pertama, peran hu-
kum dan aturan-aturan. Kedua, tujuan 
kekuasaaan, di mana tujuan dari adanya 
mekanisme kekuasaan adalah memben-
tuk setiap individu untuk memiliki dedikasi 
dan disiplin diri agar menjadi pribadi yang 
produktif. Ketiga, kekuasaan itu tidak dilo-
kalisasi tetapi terdapat di mana-mana. Ke-
sadaran akan kekuatan suatu negara dan 
masyarakat tidak dibatasi hanya dari para 
pemimpin tetapi atas kerja sama setiap pri
badi dan lembaga yang memiliki orientasi 
produktif. Keempat, kekuasaan yang meng-
arah ke atas, yaitu hasil dari proses komu-
nikasi kekuasaan bersama akan menghasil-
kan kekuasaan bersama. Kelima, kombinasi 
antara kekuasaan dan Ideologi, yaitu setiap 
anggota dalam masyarakat kurang lebih 
memiliki impian yang sama yaitu adanya 
pengakuan setiap orang yang terarah pada 
kesejahteraan bersama. Harapan ini harus 
berjalan bersama dengan kekuasaan bersa-
ma.

Melalui penerapan analisis historis, ge-
nealogi sebagai salah satu teknik analisis 
meneliti asumsi-asumsi atau premis yang 
dibangun para pelaku (ilmuwan) serta ob-
jek yang menjadi fokus perhatian genealo-
gi (Flew, 2015;  Suyono, 2001). Akan teta-
pi dengan genealogi, Foucault tidak sedang 
memberikan contoh konkret bagaimana seo-
rang ilmuwan bekerja secara ilmiah. Fokus 
sentral genealogi adalah pada hubungan 
timbal balik antara kuasa dengan pengeta-
huan (Helden & Uddin, 2016).

Genealogi Foucault berusaha memper-
lihatkan bagaimana hubungan kuasa dan 
pengetahuan berjalan untuk menguasai, 
mengontrol, serta menundukkan tubuh ma-
nusia hingga seperti yang terjadi sekarang 
(Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lem-
ke, 2015; Suyono, 2001). Foucault berusaha 
mendudukkan antara kuasa dan diskursus 
(Kumarasinghe, 2011). Foucault ingin me
ngupas tentang bagaimana tubuh manusia 

meregulasi diri dan mengontrol diri di bawah 
kendali kuasa yang direpresentasikan oleh 
pengetahuan yang telah dipercaya kebe-
narannya. Foucault menolak bahwa ilmu 
pengetahuan itu dikejar untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan itu sendiri, bukan un-
tuk kepentingan kuasa. Geneologi tidak ha
nya menghubungkan sistem kebenaran dan 
strategi kuasa, tapi menunjukan bagaimana 
mengonsepkan pemahaman bagi kuasa da-
lam cara menambah suatu dimensi baru da-
lam penyelidikan relasi-relasi sosial.

Berdasarkan pemaparan tersebut ten-
tang pemikiran pengetahuan dan kuasa 
menurut Foucault, dapat dikatakan bah-
wa pemikiran Foucault yang utama adalah 
penggunaan analisis diskursus untuk me-
mahami kuasa yang tersembunyi di balik 
pengetahuan (Bisman, 2011; Carnegie, 
2014). Analisis diskursus terhadap kuasa 
dan pengetahuan memberikan suatu pema-
haman bahwa peranan pengetahuan telah 
mampu melanggengkan dominasi terhadap 
kaum marjinal. Jadi hubungan antara ben-
tuk kuasa dan pengetahuan telah mencip-
takan suatu bentuk dominasi baru.

Kondisi inilah akhirnya membuat seja
rah itu sebagai tema-tema yang harus dipan-
dang secara kritis dan tidak dapat lepas baik 
dari metode arkeologi maupun genealogi. Ke-
benaran atas pengetahuan dapat diteliti ber-
dasarkan arkeologinya atau sering disebut 
arkeologi pengetahuan, sedangkan kuasa 
ada di mana-mana dan pada siapa saja se-
hingga dipahami berdasarkan genealoginya, 
yang disebut sebagai genealogi kuasa (Hel-
den & Uddin, 2016; Campbell & Kelly, 2013; 
Flew, 2015; Lemke, 2015; Suyono, 2001). 
Foucault memahami sejarah tidak sebagai 
garis sambung yang menghubungkan satu 
periode dengan periode lainnya melainkan 
sebuah perjalanan yang terjadi secara dis-
kontinuitas (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 
2015; Lemke, 2015). Dengan menerapkan 
analisis historis, genealogi sebagai salah 
satu teknik analisis meneliti asumsi-asum-
si atau premis yang dibangun para ilmuwan 
serta objek yang menjadi fokus perhatian ge-
nealogi. Fokus sentral genealogi adalah pada 
hubungan timbal balik antara kuasa dan 
pengetahuan.

Kuasa dan pengetahuan Foucault di-
jalankan melalui suatu prosedur disiplin 
yang beroperasi secara berbeda pada indivi-
du. Prosedur inilah merupakan teknik khu-
sus kuasa yang memandang individu sebagai 
suatu objek dan juga sebagai instrumen bagi 
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pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, 
Undang-undang dan kebijakan yang dibuat 
di suatu daerah (Batavia) serta berbagai ma-
cam strategi dalam kekuasaan kapitalisme 
koloni dapat dikategorikan sebagai prosedur 
disiplin dalam tataran fisik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Betawi dalam kuasa kapitalis kolonial-

isme. Kekuasaan adalah sesuatu yang dile-
gitimasikan secara metafisis kepada negara 
yang memungkinkan negara dapat mewa-
jibkan semua orang untuk mematuhinya 
(Nikidehaghani & Hui, 2017). Namun, bagi 
Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu 
yang hanya dikuasai oleh negara atau sesu
atu yang dapat diukur. Kekuasaan baginya 
ada di mana-mana karena kekuasaan meru
pakan satu dimensi dari relasi. Artinya, di 
mana ada relasi di sana pasti ada kekua-
saan. Di sinilah letak kekhasan yang diung-
kapkan Foucault mengenai kekuasaan. Dia 
tidak menguraikan apa itu kuasa, tetapi me-
ngungkapkan bagaimana kuasa itu berfung-
si pada bidang tertentu. Hal ini misalnya 
bagaimana warga negara secara individual 
sangat patuh dan taat pada konstitusi atau-
pun pada hukum negaranya (Ball, 2015). 
Kuasa yang dimaksudkan adalah sama den-
gan kekuasaan terhadap suatu hal tertentu.

Foucault tidak mendefenisikan secara 
konseptual tentang apa itu kekuasaan teta-
pi lebih menekankan bagaimana kekuasaan 
itu dipraktikan, diterima, dan dipandang se-
bagai pengetahuan/kebenaran dan berfung-
si dalam berbagai bidang kehidupan. Kekua-
saan tidak hanya menjadi milik pemimpin 
atau entitas yang berpengaruh dalam ma
syarakat tetapi kekuasaan berangkat dari 
kekuatan dan sumbangan pemikiran setiap 
subjek. Foucault memperlihatkan cara ber-
beda dalam menggambarkan tentang kuasa. 
Cara Foucault memahami kuasa sangatlah 
murni. Menurutnya kuasa tidak dimiliki dan 
dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di 
mana ada banyak posisi yang secara strate-
gis berkaitan antara satu dengan yang lain-
nya (Edgley, 2010).

Foucault meneliti kuasa lebih pada 
individu atau subjek dalam lingkup yang 
paling kecil. Hal ini disebabkan kuasa itu 
menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan mere-
sap ke dalam seluruh jalinan hubungan so-
sial (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; 
Lemke, 2015). Kuasa itu beroperasi dan 
bukan dimiliki oleh oknum tertentu (Catch-
powle & Smyth, 2016; Kornberger, Pflueger, 

& Mouritsen, 2015; Modell, 2017) dalam 
hubungan dengan pengetahuan ataupun 
lembaga. Namun, menurut Foucault kekua-
saan bukanlah sesuatu yang hanya dikua-
sai oleh negara dan sesuatu yang dapat di-
ukur. Kekuasaan ada di mana-mana karena 
kekuasaan adalah satu dimensi dari rela-
si. Artinya, di mana ada relasi, di sana ada 
kekuasaan. Kuasa itu ada di mana-mana 
dan muncul dari relasi-relasi antara berba
gai kekuatan yang terjadi secara mutlak dan 
tidak bergantung dari kesadaran manusia. 
Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strate-
gi ini berlangsung di mana-mana dan di da-
lamnya terdapat sistem, aturan, susunan, 
dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang 
dari luar, melainkan kekuasaan yang me-
nentukan susunan, aturan, dan hubungan-
hubungan dari dalam dan memungkinkan 
semuanya terjadi. Bagi Foucault kekuasaan 
lebih menggambarkan pada mekanisme dan 
strategi dalam mengatur kehidupan bersa-
ma di masyarakat.

Genealogi kekuasaan bagi Foucault ti-
dak seperti metode lainnya dalam meman-
dang kekuasaan yang dimiliki oleh subjek 
yang dominan. Hal tersebut disebabkan bagi 
Foucault kekuasaan itu berada dalam diri 
setiap orang sebagai strategi yang member-
ikan efek kekuasaan di mana pun berada. 
Penggunakan metode genealogi Foucault di-
harapkan nantinya dapat berfungsi untuk 
mencari sisi-sisi terdalam kekuasaan kapi-
talis kolonialisme Belanda di Batavia.

Kuasa menurut Foucault tidak hanya 
menjadi milik pemimpin yang berpengaruh 
dalam masyarakat tetapi kuasa berawal dari 
kekuatan dan sumbangan pemikiran seti-
ap individu. Kuasa lebih digambarkan se-
bagai suatu mekanisme dan strategi dalam 
mengatur kehidupan. Foucault beranggap
an bahwa setiap hubungan sosial selalu 
merupakan hubungan kuasa dan kuasa itu 
ada dalam setiap hubungan sosial. Kuasa 
yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam 
pandangan Foucault bersifat produktif dan 
tidak kelihatan karena ada di mana-mana, 
menyebar, dan menyusup dalam setiap as-
pek kehidupan, serta terserap dalam pe
ngetahuan dan praktik sosial yang akhirnya 
menciptakan suatu rezim kebenaran (Hel-
den & Uddin, 2016; Campbell & Kelly, 2013; 
Flew, 2015; Lemke, 2015). Berdasarkan sifat 
yang demikian, keberlangsungan kuasa itu 
seolah-olah tidak disadari lagi dan dengan 
rela melakukan apa yang dikehendaki oleh 
kuasa tanpa menyadari bahwa mereka se-
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dang dikuasai.
Kuasa tersebut beroperasi secara tidak 

sadar dalam jaringan kesadaran masyarakat. 
Setiap masyarakat mengenal strategi kuasa 
yang menyangkut kebenaran. Kuasa hanya 
menghasilkan pembatasan dan larangan. 
Hal ini diungkapkan dalam hukum dan wa-
cana yuridis yang hanya bersifat membatasi. 
Hukuman bagi ketidaktaatan selalu juga 
menyertai karena kuasa tidak lain adalah 
berperan mendominasi. Bagi Foucault yang 
perlu digarisbawahi adalah bahwa kuasa 
selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, 
dan pengetahuan selalu memiliki efek kua-
sa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut 
Foucault selalu berbasis kekuasaan dan ti-
dak mungkin suatu kekuasaan tidak dito-
pang dengan suatu wacana kebenaran atau 
pengetahuan (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 
2015; Lemke, 2015). Hal tersebut disebab-
kan dengan pengetahuannya sendiri manu-
sia merupakan makhluk yang dibatasi oleh 
lingkungan sekitarnya. Selain itu karena 
rasionalitas dan kebenaran selalu berubah 
sepanjang sejarah. Pengetahuan memiliki 
kriteria keilmiahan seolah-olah mandiri ter-
hadap subjek tertentu. Padahal, klaim ini 
sebenarnya merupakan salah satu bagian 
dari strategi kuasa. Foucault mendefinisikan 
strategi kuasa melekat pada kehendak un-
tuk mengetahui. Melalui sebuah wacana ke-
hendak untuk mengetahui sesuatu terumus 
dalam pengetahuan. Wacana bukan muncul 
begitu saja melainkan diproduksi oleh ja-
mannya masing-masing.

Foucault berpendapat bahwa kehendak 
untuk mengetahui kebenaran sama besar
nya dengan kehendak untuk berkuasa. Fou-
cault menunjukkan hubungan antara dis
kursus ilmu pengetahuan dan kekuasaan. 
Diskursus adalah satuan peristiwa atau sa
tuan benda yang berfungsi strategis untuk 
menguasai kehidupan sosial dan budaya. 
Diskursus berubah dan bertransformasi di 
dalam sejarah karena bergesekan dengan 
diskursus yang lain. Diskursus menurut 
Foucault  bukan diskursus yang apriori se-
bagaimana dalam linguistik melainkan dis
kursus yang fungsional dan ada dalam dunia 
praktis. Diskursus ilmu pengetahuan yang 
ingin menemukan apa yang dianggap benar 
dan yang salah pada dasarnya dimotori oleh 
kehendak untuk berkuasa (Ball, 2015). Ilmu 
pengetahuan dilaksanakan untuk menetap-
kan apa yang dianggap benar dan meniada-
kan apa yang dipandang salah. Berdasar-
kan ungkapan tersebut akhirnya menjadi 

jelas bahwa kehendak untuk suatu kebe-
naran adalah ungkapan dari kehendak un-
tuk berkuasa (Nikidehaghani & Hui, 2017). 
Pengetahuan itu tidaklah mungkin sesuatu 
yang bersifat netral dan murni. Artinya, akan 
selalu terjadi korelasi antarkeduanya, yai-
tu terjadi korelasi pengetahuan yang men-
gandung kuasa demikian juga halnya kuasa 
mengandung suatu pengetahuan.

Sebenarnya yang hendak dilakukan 
oleh Foucault adalah menunjukkan bahwa 
kita adalah bagian dari mekanisme kekua-
saan itu. Dari kesadaran ini akan lahir ke-
sanggupan untuk menggunakan kekuasaan 
secara baik, artinya demi kepentingan orang 
lain. Keterarahan pada orang lain hanya la-
hir dari kesadaran akan tempat diri sendiri 
dalam konstelasi kekuasaan. Yang menjadi 
masalah dalam kehidupan adalah bahwa 
banyak orang tidak menyadari perannya 
dalam peta kekuasaan. Apabila sadar akan 
hal ini, orang tersebut akan menerima dan 
menghargai keberagaman peran yang ada 
dalam relasi kekuasaan. Dari ketidaksadar
an ini akan lahir berbagai tindakan dan 
sistem yang menindas dan menyeragamkan, 
di mana Foucault menjelaskannya dalam 
relasi kekuasaan antara hasrat kekuasaan 
pemerintah dan kekuasaan pengetahuan.

Nilai-nilai kuasa genealogi Foucault 
dapat menguak keberadaan akuntansi 
pada masa kapitalis kolonialisme Belanda 
di Batavia. Nilai-nilai kuasa berdasarkan 
pemikiran Foucault ini secara garis besar 
bersifat kuasa fisikal yang diwujudkan da-
lam praktik politik pengaturan suatu sistem 
pemerintahan. Demikian halnya nilai-nilai 
kuasa menurut Foucault diterapkan dalam 
sistem pemerintahan yang terjadi pada masa 
kekuasaan Kolonialisme Belanda di Batavia. 
Sebuah konsep yang bisa jadi didesain oleh 
penguasa kolonialisme Belanda di Batavia 
untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kota Batavia didirikan oleh Jan Pi-
eterszoon Coen pada tahun 1619 sebagai 
markas besar bagi kapal-kapal VOC yang 
melakukan kegiatan perdagangan di Asia. 
Masalah sumber daya manusia merupakan 
salah satu masalah utama yang dihadapi 
Batavia pada masa awal berdirinya. Meski 
dapat disebut sebagai kota koloni Belanda, 
jumlah penduduk asli Eropa selamanya mer-
upakan minoritas di Batavia. Rencana Jan 
Pieterszoon Coen untuk menjadikan Bata-
via sebagai kota koloni yang didominasi oleh 
imigran dari Eropa ditolak oleh 17 direktur 
VOC yang bermarkas di Belanda (Knight, 
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2014). Mereka keberatan karena golongan 
penduduk Eropa yang dapat berdagang de
ngan leluasa akan menjadi pesaing dan me-
nimbulkan masalah bagi keberhasilan mo-
nopoli dagang yang dijalankan oleh VOC. 
Istilah “Betawi” mulai muncul pada periode 
kekuasaan Kolonial yang bercokol di Jakar-
ta. Di bawah Panji Kolonial Jakarta bergan-
ti nama menjadi Batavia. Masyarakat atau 
orang Sunda yang wilayahnya dekat dengan 
Batavia menyebut orang Batavia dengan 
sebutan orang Betawi. Hal itu dapat dime
ngerti karena lidah orang Sunda sulit untuk 
mengatakan Batavia. Dari penyebutan itu-
lah lambat laun dikenal istilah Betawi un-
tuk menyebut penduduk Batavia (Wibowo, 
2015).

Masyarakat Betawi menjadi saksi 
kekuasaan berbagai penguasa dari jaman 
ke jaman. Orang Betawi menjadi rakyat dari 
kerajaan-kerajaan yang berdiri di sekitar 
Batavia. Mereka akhirnya mengalami ma-
sa-masa pahit yang sangat panjang, yaitu 
masa penjajahan. Pada abad ke-12 orang 
Betawi adalah sebagai rakyat kerajaan Paja-
jaran (Knight, 2014; Wibowo, 2015). Hubung
an masyarakat Betawi dengan kerajaan Pa-
jajaran sangat dekat disebabkan pelabuhan 
Sunda Kalapa yang dikuasai Pajajaran bera-
da di Batavia. Raja Pajajaran menempatkan 
seorang adipati untuk mengurus pelabuhan 
Sunda Kalapa karena ibukota kerajaan Pa-
jajaran berada di Pakuan, Bogor (Blusse, 
2017).

Pelabuhan Sunda Kalapa sejak dikua-
sai Pajajaran sangat makmur karena banyak 
sekali kapal yang singgah di sana. Kemak-
muran dari adanya pelabuhan Sunda Ka-
lapa akhirnya terdengar oleh perkumpulan 
dagang Belanda (VOC). Awalnya VOC yang 
berekspedisi mencari rempah-rempah ti-
dak berminat membuat pangkalan di Sun-
da Kalapa dan lebih memilih Ambon sebagai 
produsen rempah-rempah (Suryadi, 2015). 
Namun, pertimbangannya berubah karena 
letak Sunda Kalapa lebih dekat ke Eropa 
(Blusse, 2017). Hal tersebut menyebabkan 
VOC menyerbu dan menguasai Sunda Kala-
pa. Sejak saat itulah dimulainya kekuasaan 
dari kapitalis kolonialisme Belanda atas 
masyarakat Betawi dan dimulainya kua-
sa kapitalis kolonialisme terhadap praktik 
akuntansi Betawian.

VOC mengusir seluruh penduduk 
pribumi dari daerah pelabuhan Sunda Ka-
lapa sehingga penduduk asli Betawi pun 
terusir dan tidak diijinkan bertempat ting-

gal di sana (Ittersum, 2010; Wibowo, 2015). 
Orang-orang Belanda yang bekerja untuk 
VOC moralnya banyak yang tidak baik, dan 
pejabat-pejabatnya banyak melakukan ko-
rupsi serta hidup sangat mewah (Blusse, 
2017). Orang Betawi dilarang mengamen 
dari rumah ke rumah karena pengamen Be
tawi sering menyanyikan pantun yang berisi 
sindiran terhadap kerusakan moral orang 
Belanda (Manez, 2010). VOC juga memungut 
pajak yang tinggi pada penduduk asli Beta-
wi yang bertani dan pajaknya (Hing, 2017) 
dipungut lewat tukang pungut pajak yang 
diangkat VOC, sehingga sering terjadi per
lawanan rakyat terhadap tukang pungut pa-
jak itu. VOC kemudian dinyatakan bangkrut 
dan meninggalkan banyak utang. Kekua-
saan VOC yang oleh orang Betawi disebut 
kompeni berganti dengan pemerintah Belan-
da. Pemerintah Belanda yang disebut peme
rintah kolonial saat itu mampu memberan-
tas korupsi yang membangkrutkan VOC dan 
melakukan diskriminasi terhadap penduduk 
asli.

Saat itu perkebunan bertambah luas 
dan perdagangan berkembang sangat pesat 
di mana akuntansi dipraktikkan dan kua-
sa dari kolonialisme pun semakin kuat dan 
di sinilah Betawi sangat merasakan kuasa 
dari kolonialisme Belanda. Sejak pemerin-
tah Belanda berkuasa muncul kebijakan 
yang menyengsarakan rakyat. Kolonial Be-
landa menerapkan sistem partikelir yakni 
tanah dijual kepada tuan tanah dan mela-
rang masyarakat Betawi sebagai petani be-
bas (Booth, 2017). Kolonial Belanda juga me-
nerapkan sistem tanam paksa yang sangat 
kejam. Para petani pribumi dipaksa mem-
berikan pengabdian kepada para tuan tanah 
serta membayar pajak yang sangat membe
ratkan. Para petani harus bekerja selama 60 
hari tanpa upah dalam waktu setahun. Para 
petani menyerahkan seperlima atau lebih 
hasil panennya kepada para tuan tanah dan 
juga membayar pajak untuk tanaman ru-
mah tangga (Blusse, 2017). Penindasan lain-
nya yaitu tentang kebijakan kerja rodi yang 
diterapkan untuk membangun Jalan raya 
Pos Anyer-Panarukan.

Kekejaman-kekejaman tersebut akhir
nya menimbulkan perlawanan dan pem-
berontakan dari masyarakat Betawi yang 
dipelopori oleh para jago atau jawara. Pada 
masa itu muncul para tokoh jago yang diang-
gap membela masyarakat lemah. Beberapa 
jawara pada masa penjajahan di antaranya 
sebut saja Pitung. Pendekar Betawi ini dike-
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nal dengan aksi heroiknya dalam memban-
tu warga yang tertindas oleh penjajah. Se-
lain itu, juga ada Sabeni, jawara asli Tanah 
Abang. Hingga kini sosok keduanya itu ma-
sih melekat terutama bagi mereka yang me-
nekuni bela diri pencak silat.

Para jago Betawi muncul berbareng
an dengan masalah sosial yang terkait 
dengan tanah partikelir atau perkebunan 
swasta yang membutuhkan banyak tenaga 
kerja. Akhirnya semua hal tersebut akan 
berdampak dalam menimbulkan banyak 
eksploitasi di luar kemanusiaan. Praktik 
akuntansi pun pada akhirnya dianggap adil 
apabila ia memenuhi tujuannya, yaitu keber-
manfaatannya bagi pemilik modal dalam hal 
ini kuasa koloni Belanda. Namun, praktik 
akuntansi itu menimbulkan ketidakadilan 
bagi pihak-pihak tertentu (masyarakat Be
tawi) melalui prosedur/birokrasi yang me-
nekankan fungsionalitas semata dan bukan 
kemanusiaan.

Kuasa senantiasa ada dalam setiap 
gerakan pikiran ataupun tindakan manu-
sia dan kuasa tidaklah harus melekat pada 
institusi, struktur, atau sistem (Anderson, 
2017; Giraudeau, 2017). Kuasa sebagai se-
buah nama yang diaplikasikan manusia di 
dalam atau kepada sebuah situasi strategis 
yang kompleks dalam suatu masyarakat ter-
tentu. Kuasa juga bukan merupakan sesu
atu yang diperoleh (didapatkan) atau pun 
sesuatu yang harus dibagi-bagikan. Namun, 
kuasa adalah relasi peran produktif dalam 
kehidupan sosial budaya (Campbell & Kel-
ly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015; Park-
er, 2015; Persson & Napier, 2014; Sumi, 
2017). Sebagai sang kuasa, koloni Belanda 
menerapkan konsep kapitalis untuk mem-
peroleh hasil yang sebesar-besarnya dari 
masyarakat Betawi. Hal tersebut disebab-
kan oleh konsep utama kapitalisme adalah 
memperoleh kekayaan sebanyak-banyak-
nya dengan pengeluaran seminimal mung
kin, karena kekayaan telah menjadi simbol 
status dalam sistem kapitalis. Sistem ini 
mengefisiensikan biaya dan meningkatkan 
laba sehingga meningkatkan nilai perusa-
haan. Selanjutnya suatu masyarakat yang 
sudah diwarnai oleh sifat mental kapitalis 
akan tampak pada kehidupan yang diarah-
kan pada penguasaan hasil produksi, peng-
hematan uang, dan mekanisme persaingan 
(Sanders, 2016).

Kekayaan sebagai simbol status dalam 
sistem kapitalis menjadikan pengukurannya 
tidak lagi pada kualitas manusianya, tetapi 

lebih pada jumlah atau kuantitas harta yang 
dimilikinya. Pengembangan dalam sistem 
kapitalis adalah ditimbulkannya semangat 
individualistis, baik dalam berkonsumsi 
maupun berproduksi (Sanders, 2016; Ba
dua & Racca, 2017). Sistem kapitalis tidak 
lagi memandang kejujuran sebagai ukuran 
solidaritas dan keluhuran berperilaku. Ke-
mampuan berkompetisi untuk meraih sesu
atu yang tertinggi, terbanyak, dan terbesar 
membuat orang berkonsumsi dalam jum-
lah banyak untuk meraih status agar dapat 
masuk dan bertahan dalam sistem kapital-
is. Akhirnya kapitalisme bukan lagi seka-
dar sistem perekonomian melainkan telah 
mencampuri nilai-nilai dan arah tujuan ke-
hidupan (Toms, 2010b).

Kapitalisme tersebut sangat jelas terli-
hat pada sistem kuasa kolonialisme Belan-
da. Misalnya kuasa dalam hal pemungutan 
pajak dan dendanya yang sewenang-wenang 
pada masyarakat Betawi. Kuasa sebagai 
suatu kapasitas yang dimiliki kolonialisme 
Belanda telah menghasilkan pengaruh besar 
terhadap pemungutan pajak yang dilaku-
kan pada masyarakat Betawi saat itu. Kon-
sep kapitalis yang dimiliki kolonial Belanda 
pada masyarakat Betawi dalam memperoleh 
kekayaan sebanyak-banyaknya di daerah 
tersebut adalah dengan pengeluaran seke-
cil-kecilnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh 
kolonialisme Belanda tersebut merupakan 
sebuah modal besar yang akan digunakan 
oleh para pejabat pemungut pajak untuk 
mempengaruhi dan menguasai masyarakat 
Betawi agar taat serta mendukung atur-
an-aturan perpajakan tersebut.

Setiap kekuasaan mempunyai pengeta-
huannya sendiri. Pengetahuan yang dimili-
ki oleh kapitalisme kolonial Belanda dalam 
menguasai wilayah Batavia memungkinkan 
dalam pelaksanaan kekuasaannya. Sema-
kin berkembangnya pengetahuan kolonial 
Belanda tentang ilmu kuasa kapitalisme ko-
lonialisme, makin menambah pengetahuan 
tentang cara kerja kekuasaan yang dapat 
dijalankannya. Jadi, dapat dikatakan bah-
wa kuasa tidaklah selalu bekerja melalui 
suatu ancaman atau intimidasi melainkan 
bekerja pertama kali lewat aturan-aturan 
dan normalisasi (Sitorus, Triyuwono, & Ka-
mayanti, 2017), seperti yang dilakukan Be-
landa dalam memberikan aturan-aturan 
tentang perpajakan saat itu. Disiplin terha-
dap aturan-aturan dan normalisasi merupa-
kan konsep kunci dalam memahami kuasa 
yang dimiliki kolonialisme Belanda. Teknik 



    10  Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 1, April 2018, Hlm 1-19

kekuatan yang bersumber dari kuasa terse-
but akhirnya akan membentuk kepatuhan 
dalam masyarakat Betawi baik dalam hal 
pemungutan pajak maupun aturan pemba-
yaran dendanya.

Kuasa yang dimiliki oleh kapitalisme 
Belanda dalam pelaksanaan wilayah kolo-
nialisme tidak terpisah dari pengetahuan 
yang dimilliki oleh kapitalisme Belanda. 
Pengetahuan tentang politik pemerintahan 
kolonial dan ekonomi secara tidak langsung 
telah menghadirkan keberadaan akuntansi 
di masa kolonialisme Belanda. Pengetahuan 
yang dimiliki oleh kapitalis Belanda dengan 
sendirinya mempengaruhi dan membentuk 
pola berpikir bagi kolonial Belanda. Pola 
pikir tersebut setelah melalui suatu proses 
interaksi akan direfleksikan dalam suatu 
bentuk buah pikiran dan aksi, di mana aksi 
tersebut adalah kuasa.

Akhirnya Betawi berada dalam geng-
gaman kuasa kolonilalisme Belanda. Be-
landa sebagai sang kapitalis yang memiliki 
modal saat itu merupakan pemegang kua-
sa masyarakat Betawi, berupaya memprak-
tikkan sistem kapitalismenya. Hal tersebut 
tergambar jelas sebagai cerminan sistem 
kapitalisme dalam rangka untuk menge-
fisiensikan biaya dan meningkatkan laba, se-
hingga akhirnya meningkatkan nilai perusa-
haan. Namun, cermin ketidakadilan dengan 
berbagai pembangkangan terhadap sistem 
hukum dan peraturan-peraturan yang ber-
laku terlihat juga pada masyarakat Betawi 
dengan berbagai perlawanan yang diberikan 
(seperti perlawanan si Pitung dari Betawi). 
Walau perlawanan terus dilakukan terhadap 
ketidakadilan sang kuasa, jika terdapat ke-
berpihakan pemerintah terhadap kaum ka
pitalis, yang menganggap hal tersebut memi-
liki keadilan, maka praktik akuntansi pun 
pada akhirnya dianggap adil apabila ia me-
menuhi tujuannya, yaitu kebermanfaatan
nya bagi pemilik modal (kapitalis).

Praktik akuntansi (pengetahuan) Beta
wian. Sejarah bukan hanya sekadar peng-
himpunan peristiwa yang dijadikan acuan 
dan bukti adanya hubungan sejumlah peris-
tiwa. Terbentuknya suatu sejarah dapat 
dikatakan melalui suatu proses dengan tu-
juan yang belum diketahui kepastiannya. 
Foucault lebih lanjut menyatakan bahwa 
setiap masa dalam sejarah memiliki suatu 
sistem pemikiran yang tentunya sangat me-
nentukan bagaimana pengetahuan tersebut 
dapat dipraktikkan pada masa itu. Penelitian 
sejarah akuntansi saat ini lebih menggu-

nakan penelaahan suatu peristiwa penting 
seperti kasus-kasus unik yang terjadi pada 
abad di masa lampau. Hal itu sebagai sara-
na untuk memperoleh beberapa wawasan ke 
dalam situasi saat ini. Tema umum peneli-
tian-penelitian tersebut adalah bahwa akun-
tansi memainkan suatu peranan mendalam 
dan kompleks sehingga perlu untuk diteliti, 
digali, dan dieksplorasi. Hal ini dilakukan 
agar mendapatkan pemahaman yang me-
madai tentang bagaimana individu dikenda-
likan tidak terbatas pada kasus penggunaan 
alat catatan dan kalkulasi (Samiolo, 2017).

Untuk mengetahui akuntansi secara 
lebih mendalam sebaiknya mengerti terlebih 
dahulu definisi atau batasan dari akuntan-
si itu sendiri. Di Indonesia perkembangan 
akuntansi sebagai suatu seni didasarkan 
pada logika matematika yang sampai se-
karang dikenal sebagai pembukuan berpa
sangan (double-entry bookkeeping). Dou­
ble-entry bookkeeping yang sudah dipahami 
di Italia sejak tahun 1494 pada saat Luca 
Pacioli (1445-1517) mempublikasikan 
bukunya tentang pembukuan di Venice Ital-
ia (Bryer, 2016; Lana-Berasain, 2017; Sang-
ster, 2016). Sejak saat itu pengertian akun-
tansi di Indonesia mengalami perkembangan 
mencakup pencatatan, pengukuran, pering-
kasan, dan pengungkapan informasi yang 
dapat membantu para pengambil keputusan 
untuk membuat alokasi sumber daya di da-
lam organisasi bisnis dan nonbisnis (Gor-
don, 2016).

Dominasi penelitian sejarah akuntan-
si selama ini tidak lepas dari pembukuan 
double-entry bookkeeping. Sejalan dengan 
kondisi tersebut, akuntansi memiliki seja-
rah panjang di mana dari awal kemuncul
annya mengalami perkembangan terhadap 
pengertian akuntansi itu sendiri bergantung 
dari sudut pandang dan penekanan yang 
digunakan dalam memandang akuntansi 
(Budiasih, 2012). Kondisi demikian menarik 
perhatian peneliti sejarah akuntansi untuk 
menggunakan pemikiran Foucault dalam 
rangka menganalisis sejarah sehingga seja-
rah akuntansi tidak hanya tertuju pada asal 
usul akuntansi yang identik dengan perkem-
bangan double-entry bookkeeping tersebut.

Dalam rangka memahami suatu kondi-
si pengetahuan yang ada pada masyarakat, 
khususnya masyarakat Betawi pada masa 
kolonial Belanda, haruslah dilihat bagaima-
na pola penyebaran pengetahuan yang ada. 
Proses distribusi pengetahuan akan menga-
kibatkan sebuah rezim kebenaran atas pe
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ngetahuan tersebut yang akan menentukan 
apa yang dianggap benar dan tidak benar 
dalam sejarah. Perkembangan praktik akun-
tansi pada masa tertentu dapat dilihat dari 
segi pertumbuhan perekonomiannya. Hal 
ini disebabkan semakin maju perekonomi-
an suatu masyarakat semakin berkembang 
pesat praktik akuntansinya. Pesatnya per
dagangan di wilayah Batavia membuka pelu-
ang masuknya penyebaran pengetahuan dari 
luar wilayah. Salah satunya adalah perkem-
bangan angka Hindu-Arab yang mempermu-
dah timbulnya akuntansi modern seperti se-
karang ini. Pengetahuan akuntansi terlihat 
pada pemakaian angka Hindu-Arab yang 
dibawa oleh muslim Spanyol ke Eropa Barat 
ketika pelajar Eropa mengadopsi matemati-
ka muslim (Zaid, 2004). Perkembangan ang-
ka Hindu-Arab ini di Eropa Barat kemudian 
menyebar ke seluruh dunia (Budiasih, 2012) 
termasuk juga ke Indonesia.

Pengetahuan akuntansi bukan meru
pakan pengungkapan secara samar-samar 
dari relasi kuasa melainkan pengetahuan 
yang berada dalam relasi-relasi kuasa itu 
sendiri. Kuasa menyelenggarakan pengeta-
huan karena pengetahuan juga berguna bagi 
kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa 
dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pe
ngetahuan. Konsep Foucault ini membawa 
konsekuensi bahwa untuk mengetahui kua-
sa dibutuhkan penelitian mengenai produksi 
pengetahuan yang melandasi kuasa tersebut 
(Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 
2015). Hal ini disebabkan setiap kekuasaan 
disusun, dimapankan, dan diwujudkan le-
wat pengetahuan dan wacana tertentu. Wa-
cana tertentu menghasilkan pengetahuan 
tertentu yang akhirnya akan menimbulkan 
efek kuasa. Namun, Foucault berpendapat 
bahwa pengetahuan akuntansi dalam hal ini 
bukanlah sebagai suatu hal yang turun dari 
langit dan bukan juga sebagai sebuah kon-
sep yang abstrak (Helden & Uddin, 2016). 
Namun, pengetahuan akuntansi tersebut 
diproses karena setiap kuasa menghasilkan 
dan memproses pengetahuan itu sendiri.

Akuntansi di Indonesia yang sudah 
tumbuh pesat sampai saat ini bukan tiba-ti-
ba ada seperti turun dari langit. Namun, me
rupakan perkembangan dari sejarah akun-
tansi di Indonesia yang terdiri dari berbagai 
kepulauan (Budiasih, 2012). Berasal dari 
berbagai sumber kajian yang ada dapat dika-
takan bahwa akuntansi pada masa lalu mer-
upakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

(Lutfillah, 2014; Lutfillah & Sukoharsono, 
2013), dan akuntansi itu sendiri memiliki 
konsekuensi politik, ekonomi, sosial, dan 
budaya (Kamayanti, 2016) masyarakat pada 
masa itu. Jadi, praktik-praktik akuntansi 
pada masa itu lebih banyak menggambarkan 
kegiatan-kegiatan akuntansi yang dilakukan 
dalam rangka melaksanakan pertanggung-
jawaban dari rakyat kepada pemerintah.

Awalnya praktik-praktik akuntansi di 
Indonesia dipengaruhi oleh negara Cina dan 
India karena adanya suatu hubungan per
dagangan yang dapat diketahui dari berba
gai catatan sejarah (Budiasih, 2012). Pada 
abad ke-15 Romawi jatuh dan pusat per-
dagangan berpindah ke Belanda sehing-
ga perkembangan akuntansi saat itu pun 
menggunakan sistem kolonial Belanda. Ke-
datangan VOC Belanda ke Indonesia pada 
masa penjajahan Belanda mengakibatkan 
praktik-praktik akuntansi yang dilakukan di 
Indonesia akhirnya mengikuti sistem akun-
tansi kolonial Belanda (Hing, 2017).

Pada masa kolonialisme Belanda juga 
mulai terlihat perkembangan akuntansi 
bagi masyarakat Betawi. Masyarakat Bet-
awi dianggap sebagai masyarakat yang pa
ling maju pertumbuhan perekonomiannya 
saat itu karena sebagai pusat perdagangan 
di pelabuhan Sunda Kalapa. Walaupun 
memiliki kemajuan dalam tingkat pertum-
buhan perekonomian, kebanyakan orang 
Betawi asli pada masa itu bekerja sebagai 
budak dan pelayan tingkat rendah, dan se-
dikit yang memiliki tingkat pendidikan ting-
gi kecuali mereka yang berhubungan dekat 
dengan kaum elit kolonial Belanda (Knörr, 
2009). Akibatnya, orang Betawi tertindas 
oleh kekuasaan kolonial Belanda karena 
pengetahuan yang dimilikinya rendah. Hing 
(2017) mengungkapkan tentang kemunculan 
akuntansi di Indonesia pada masa kolonial-
isme Belanda yang menggunakan akuntansi 
sebagai suatu institusi dan teknik disiplin 
dengan tidak hanya menyediakan teknik 
kalkulasi tetapi juga memiliki peran berbe-
da dalam kehidupan sosial masyarakat yang 
sangat kompleks. Hal tersebut jelas terlihat 
pada hubungan perdagangan yang dilaku-
kan baik antardaerah maupun pulau, ada
nya pasar beserta alat pertukaran yang digu-
nakan dan komuditas yang diperdagangkan, 
dan ketentuan pajak yang dikenakan oleh 
penguasa pada masa itu (Budiasih, 2012; 
Budiasih, 2014), yang memperlihatkan bah-
wa pada jaman itu akuntansi telah sangat 
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dikenal masyarakat (Budiasih, 2012).
Perkembangan penerapan praktik 

akuntansi pada masyarakat Betawi muncul 
dari pelaksanaan sistem kolonialisme Be-
landa dan akuntansi mempunyai peranan 
penting dalam hubungannya dengan harga, 
biaya, dan keuntungan. Praktik akuntansi 
Betawian pada masa kolonialisme Belanda 
sangat terlihat pada transaksi untuk pen-
catatan keuangan seperti transaksi perpaja-
kan dan transaksi lainnya yang ditulis dalam 
bentuk bahasa Jawa kuno baik dalam penu-
lisan prasasti maupun kitab kuno lainnya. 
Helden & Uddin (2016) menyebutkan bah-
wa perkembangan praktik akuntansi pada 
masa itu tidak hanya membawa dampak 
dalam kehidupan beragama tetapi juga ber-
pengaruh pada pengetahuan baru dalam 
memperkenalkan kertas sebagai media tu-
lis menulis. Kemajuan sistem perdagangan 
pada masa itu didukung dengan diperkenal-
kannya uang logam untuk transaksinya dan 
juga untuk kepentingan pemerintah teruta-
ma dalam hal pemungutan pajak dan denda 
kepada rakyatnya (Budiasih, 2014).

Praktik akuntansi yang terjadi pada 
masyarakat Betawi atau praktik akuntan-
si Betawian tergambarkan dari pencatatan 
setiap transaksi atau peristiwa yang ber-
hubungan dengan kehidupan masyarakat 
Betawi pada masa kolonialisme Belanda. 
Pola akuntansi yang terbentuk pada mas-
yarakat Betawi tersebut dapat digambarkan 
dari berbagai transaksi perdagangan den-
gan menggunakan alat tukar uang dengan 
berbagai perhitungannya (Hing, 2017). Hal 
ini sangat terlihat dari sistem pemungutan 
pajaknya berdasarkan atas ketentuan jenis 
dan tarif pajak serta dendanya yang sesuai 
dengan aturan kolonial Belanda di Batavia 
pada masa itu. Penentuan ini pastilah me-
merlukan suatu perhitungan dan adminis-
trasi yang tidak sederhana, yang sebenarnya 
merupakan suatu dasar akuntansi (Budi-
asih, 2012).

Betawi sekarang digunakan sebagai 
sebuah nama identitas etnik meski identifi-
kasi kelompok sosial ini relatif baru. Selain 
bahasa yang tidak mengenal hierarkhi, si-
fat egaliter orang Betawi bisa ditunjukkan 
saat mereka menerima pendatang atau ke-
tika mereka pindah ke wilayah lain. Orang 
Betawi tidak pernah mengajak tetangga se-
belahnya walau sesama orang Betawi, bah-
kan ada pula yang tidak memberitahukan 
ke mana mereka akan pindah (Raden & An-
drijanto, 2017). Kecenderungan ini mungkin 

dipengaruhi oleh kebiasaan sejak jaman 
VOC di mana Jakarta selalu dibanjiri oleh 
para imigran dari berbagai etnis. Akan tetapi 
kecenderungan ini bisa ditafsirkan sebagai 
kesadaran orang Betawi dalam pembentu-
kan etnisitas yang tidak mengakar sehingga 
ingatan geografis mereka pendek (Gentelli, 
2016; Nadri, 2015).

Pemahaman tentang pengetahuan 
akuntansi oleh masyarakat Betawi saat itu 
lebih terlihat ke arah pengetahuan strategi 
secara naratif, seperti yang dilakukan pada 
sebuah pertunjukan. Strategi naratif yang 
sering digunakan oleh masyarakat Betawi 
tersebut adalah humor. Hal ini digunakan 
karena humor melekat erat dalam budaya 
Betawi. Di samping itu, humor juga diang-
gap cara yang paling nyaman dalam me
nyikapi masalah sosial yang disebabkan 
oleh adanya fiksasi identitas budaya. Se-
lain itu, pemahaman terhadap pengetahuan 
akuntansi oleh masyarakat Betawi saat itu 
berhubungan erat dengan masalah sosial 
terkait tanah partikelir atau perkebunan 
swasta yang membutuhkan banyak tenaga 
kerja dan menimbulkan banyak eksploitasi 
di luar kemanusiaan.

Praktik akuntansi Betawian dalam 
perangkap kuasa kapitalisme. Foucault 
telah menciptakan hubungan antara kua-
sa dan pengetahuan, di mana antara kua-
sa dan pengetahuan memiliki hubungan 
timbal balik. Penyelenggaraan kuasa akan 
menciptakan entitas pengetahuan, sebalik
nya penyelenggaraan pengetahuan akan 
menimbulkan pengaruh pada kuasa. Tidak 
ada praktik pelaksanaan kekuasaan dalam 
kenyataannya yang tidak memunculkan 
pengetahuan dan tidak ada pengetahuan 
yang di dalamnya tidak memandang rela-
si dari kuasa. Pengetahuan dibentuk dan 
diproduksi melalui sebuah proses dan me-
kanisme kuasa (Suyono, 2001). Pengetahuan 
tidak dapat berdiri sendiri dalam kerangka 
kebenaran objektif. Namun, pengetahuan 
menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan 
dari proses dan mekanisme kuasa kare-
na pengetahuan dibentuk dan diproduksi 
melalui sebuah proses dan mekanisme kua-
sa itu sendiri (Edgley, 2010). Bagi Foucault 
kuasa selalu teraktualisasi lewat pengeta-
huan dan pengetahuan selalu memiliki efek 
kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan selalu 
memproduksi pengetahuan sebagai basis 
dari kuasa. Tidaklah mungkin suatu kuasa 
tidak ditopang dengan suatu pengetahuan. 
Penyelenggaraan kuasa yang terus menerus 
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akan menciptakan entitas pengetahuan. Be-
gitu juga sebaliknya penyelenggaraan penge-
tahuan akan menimbulkan efek kuasa.

Akuntansi terus berkembang dan ber
adaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi 
dan politik di mana akuntansi itu berada. 
Kondisi tersebut mengakui akan keberadaan 
sosial, politik, ekonomi dan budaya yang 
melekat pada akuntansi. Akuntansi merupa-
kan anak dari budaya masyarakat di mana 
akuntansi itu dipraktikkan. Hal ini mengin-
dikasikan bahwa nilai budaya masyarakat 
memiliki peranan yang penting dalam mem-
pengaruhi bentuk akuntansi tersebut (Ohl-
son, 2015; Rutherford, 2013). Berdasarkan 
hal tersebut akuntansi dapat direkonstruk-
si, ditafsirkan kembali, serta dapat diartiku-
lasi berdasarkan posisi sosial, politik, dan 
budaya yang beragam. Kondisi ini membawa 
pada situasi bagaimana artefak akuntansi 
beroperasi dan mempunyai peran penting 
dalam artikulasi diskursif di wilayah kolo-
nialisme Belanda pada wilayah Batavia yang 
disebut akuntansi Betawian.

Kolonialisme memberikan suatu ben-
tuk penindasan (Sian, 2011). Kolonialisme 
Belanda sebagai sang kapitalis yang menja-
dikan pengetahuan dengan kuasanya yang 
kuat mampu membentuk pola pikir individu 
menjadi pola pikir yang akan menghasilkan 
praktik akuntansi Betawian dengan warna 
kapitalisme. Kedudukan kapitalisme ini se-
cara implisit akhirnya mengakibatkan ben-
tuk akuntansi menjadi bias terhadap materi, 
tidak memperhatikan eksternalitas, bias ter-
hadap maskulinitas, dan berorientasi pada 
informasi berbasis angka (Triyuwono, 2016). 
Orientasi pada angka-angka akuntansi ini 
menjadikan realitas sosial oleh akuntansi 
berpusat pada angka yang akan dibentuk 
dan dampaknya informasi yang dimuncul-
kan menjadi sangat parsial karena tereduksi 
oleh bentuk angka-angka yang diinginkan 
(Killian & O’Regan, 2016; Loo & Lowe, 2017). 
Realitas sosial praktik akuntansi juga oto
matis akan terbentuk dengan semua inte
raksi dengan nilai-nilai kapitalisme sebagai 
landasan utamanya (Robertson & Funnell, 
2012). Maka, tanpa disadari ternyata pe
rilaku yang terjadi dalam realitas sosial dan 
praktik bisnis yang serba kapitalis itu akhir
nya akan membentuk pengetahuan akun-
tansi itu sendiri. Hal tersebut juga akan 
mengakibatkan terkontaminasi dengan 
karakteristik kapitalisme yang kuat sehing-
ga praktik akuntansi pun ikut terperangkap 
dan tidak bisa melepaskan diri. Dengan kata 

lain, telah terjadi hubungan yang terjalin 
sangat kuat antara kuasa kapitalisme prak-
tik akuntansi Betawian.

Perspektif Foucauldian memandang 
bahwa akuntansi dilihat dari segi praktik
nya tidak hanya dilihat dari satu sudut pan-
dang saja tetapi melihatnya sebagai suatu 
fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang 
begitu kompleks. Kuasa dalam perspektif 
Foucauldian tidak hanya terkonsentrasi dan 
terpusat pada para penguasa yang sedang 
berkuasa dalam organisasi formal tetapi juga 
pada seluruh aspek kehidupan masyarakat 
termasuk ilmu pengetahuan (Lutfillah, 
2014; Edgley, 2010). Berbagai aktivitas yang 
menjadi ciri adanya peradaban dalam suatu 
kehidupan, misalnya tergambarkan pada se-
kelompok orang yang bekerja sama, adanya 
pasar dan pertukaran, pembayaran pajak 
kepada negara, dapat berlangsung karena 
adanya akuntansi (Budiasih & Sukoharso-
no, 2012). Oleh karena itu, praktik akuntan-
si dengan kekuasaan dan pengetahuannya 
dapat menjadi suatu dasar atau pondasi 
bagi berdirinya suatu peradaban. Berdasar-
kan berbagai sumber tergambar bahwa 
praktik akuntansi Betawian pada masa ko-
lonialisme Belanda terlihat secara jelas baik 
pada pelaksanaan pemungutan pajak mau-
pun penetapan dendanya yang dilakukan 
secara sewenang-wenang oleh para pejabat 
pemungut pajak.

Praktik akuntansi dibentuk oleh 
lingkungan sosialnya dan sekaligus mem-
bentuk lingkungan sosial itu sendiri. Akun-
tansi sebagai suatu ilmu sosial, praktiknya 
juga tidak dapat dipisahkan dari perkem-
bangan kapitalisme. Kapitalisme akan dapat 
mengubah perilaku dalam hubungannya 
dengan praktik akuntansi di lingkungannya 
disebabkan akuntansi itu merupakan ilmu 
sosial yang praktiknya selalu berhubung
an dengan lingkungan sosialnya. Apabila 
lingkungan sosial yang membentuk akun-
tansi tersebut adalah lingkungan kapi
talisme, perkembangan praktik akuntansi 
sebagai suatu ilmu sosial juga akan berlan-
daskan kapitalisme (Edgley, 2010; Robert-
son & Funnell, 2012). Akhirnya akuntan-
si pun akan dibangun dalam upaya untuk 
mengakomodasi sifat oportunistis-kapitalis 
manusia. Hal ini mengakibatkan hubungan 
yang sangat erat antara praktik akuntansi 
dan kapitalisme yang akhirnya dapat me-
nimbulkan adanya perkembangan praktik 
akuntansi yang berdampingan dengan kapi-
talisme itu sendiri.
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Kapitalisme muncul dan sangat jelas 
terlihat pada sistem kuasa kolonialisme 
(Sian, 2011) Belanda. Konsep kapitalisme 
yang dimiliki kolonial Belanda pada ma
syarakat Betawi terlihat dalam rangka mem-
peroleh kekayaan sebanyak-banyaknya di 
daerah tersebut dengan pengeluaran seke-
cil-kecilnya. Kuasa kapitalisme sangat ken-
tal dengan prinsipnya yang lebih menguta-
makan profit (Toms, 2010a). Hal ini tercermin 
juga dengan kuasa sebagai suatu kapasitas 
yang dimiliki kolonialisme Belanda untuk 
menghasilkan pengaruh besar yang dike-
hendaki terhadap pemungutan pajak yang 
dilakukan pada masyarakat Betawi saat itu. 
Kekuasaan yang dimiliki itu merupakan se-
buah modal besar yang akan digunakan oleh 
para pejabat pemungut pajak untuk mem-
pengaruhi dan menguasai masyarakat Beta-
wi agar ikut dan taat serta mendukung atur-
an-aturan perpajakan tersebut.

Kapitalisme sebagai kuasa yang kuat 
mampu membentuk pola pikir masyarakat 
menjadi pola pikir yang akan menghasil-
kan praktik akuntansi dengan warna kapi-
talisme yang mengutamakan profit (Toms, 
2010a; Robertson & Funnell, 2012). Reali
tas sosial praktik akuntansi juga otoma-
tis akan terbentuk dengan semua interaksi 
dengan nilai-nilai profit kapitalisme sebagai 
landasan utamanya (Robertson & Funnell, 
2012). Tanpa disadari ternyata perilaku 
yang terjadi dalam realitas sosial yang serba 
kapitalis akhirnya akan sangat membentuk 
pengetahuan akuntansi itu sendiri. Penge-
tahuan akuntansi itu pun akan terkontami-
nasi karakteristik kapitalisme yang kuat se-
hingga praktik akuntansinya pun akhirnya 
ikut terperangkap. Hal tersebut disebabkan 
landasan dan motivasi kapitalisme yang se-
lalu berupaya untuk mengefisiensikan biaya 
dan meningkatkan laba, yang akhirnya akan 
meningkatkan nilai perusahaan dalam hal 
ini kolonialisme Belanda.

Berdasarkan perspektif Foucauldian 
akuntansi dapat dilihat sebagai suatu kua-
sa dan pengetahuan (power-knowledge) 
yang mampu membentuk perilaku dan juga 
budaya manusia dalam kehidupan sosial-
nya, misalnya pemungutan pajak (Edgley, 
2010) dan denda yang dilakukan kolonial-
isme Belanda terhadap masyarakat Betawi. 
Hubungan antara kuasa kapitalis yang san-
gat kuat terhadap praktik akuntansi Betawi-
an menyebabkannya terperangkap dan tidak 
bisa melepaskan diri dari kekuatan kuasa 
kapitalis. Berdasarkan perspektif Foucauld-

ian atas praktik akuntansi Betawian pada 
masa kolonialisme Belanda terlihat dalam 
hal pemungutan pajak dan dendanya yang 
merupakan fenomena politik, social, dan 
ekonomi yang sangat kompleks yang juga 
terjalin dalam konsep power-knowledge. 
Praktik kuasa dalam kolonialisme Belanda 
sebagai suatu penggerak sosial dan pere-
konomian dalam masyarakat Betawi sangat 
erat hubungannya dengan praktik akuntan-
si. Kuasa (power) dari kolonialisme Belanda 
merupakan suatu mekanisme yang dapat 
menciptakan rasionalitas atas kebenaran/
pengetahuan (knowledge) yaitu dalam hal 
pemungutan pajak ataupun dendanya se-
bagai sebuah alat untuk menegakkan kua-
sanya.

Akuntansi merupakan fasilitator yang 
digunakan oleh kolonialisme Belanda dalam 
menentukan kebijakan akuntansi yang ber-
hubungan dengan pengendalian dan pelang-
gengan kapitalismenya di wilayah Batavia. 
Pengetahuan akuntansi berfungsi bukan 
hanya sebagai alat finansial semata me-
lainkan juga bermanfaat dalam lingkungan 
yang mengalami perubahan. Akuntansi di-
gunakan sebagai sarana dalam meningkat-
kan pengawasan dan otoritas sosial ekonomi 
atas jaringan ekonomi wilayah kolonial Be-
landa di Batavia dalam kaitannya dengan 
sektor perdagangan sebagai mekanisme in-
tegral dari pengembangan jaringan adminis
trasi penguatan wilayah kolonial dengan 
cara penetapan aturan-aturan dan kebijak
an perpajakan, pertanian, dan perdagang
an. Pengetahuan akuntansi Betawian pada 
masa koloni Belanda juga berfungsi sebagai 
instrumen dalam hal politik untuk wilayah 
kolonial Belanda di Batavia. Keadaan terse-
but menggambarkan kompleksitas akun-
tansi dalam struktur jaringan kekuasaan 
dan pengetahuan pada wilayah kolonial Be-
landa di Batavia. Hal tersebut secara tidak 
langsung memberi suatu gambaran tentang 
peran akuntansi dalam rangka mendisiplin
kan masyarakat dan juga sebagai kekuat
an politik (akuntansi sebagai disciplinary 
power) dalam mengendalikan masyarakat di 
wilayah kolonial Belanda di Batavia.

Jika gambaran tentang praktik akun-
tansi Betawian yang telah dikuasai pihak 
kapitalis kolonialisme Belanda, dapat dika-
takan bahwa terdapat strategi yang didesain 
pihak penguasa saat itu untuk melanggeng-
kan kuasanya. Dalam hal ini disemina-
si pemikiran akuntansi pun memerlukan 
sebuah strategi. Misalnya, dalam rangka 
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mengukuhkan eksistensi International Fi-
nancial Reporting Standard (IFRS), terlihat 
adanya jaringan kuasa antara perusahaan 
multinasional dan dewan standar yang be-
rusaha untuk menekan kuasa pemerintah 
melalui kesepakatan pasar bebas. Sebuah 
konsep yang kemungkinan besar didesain 
oleh pihak penguasa untuk melanggengkan 
kekuasaannya.

SIMPULAN
Berdasarkan perspektif Foucauldian 

praktik akuntansi tidak hanya dipandang 
dari satu sudut pandang saja. Namun, me-
lihatnya sebagai suatu fenomena ekonomi, 
sosial dan politik dari masyarakat yang 
kompleks serta yang terjalin dengan konsep 
power-knowledge. Konsep power-knowledge 
dari perspektif Foucauldian menggambar-
kan hubungan antara kuasa dan pengeta-
huan, di mana antara keduanya berjalan 
berdampingan untuk saling menguasai, 
mengontrol, serta menundukkan manusia. 
Sejalan dengan konsep power-knowledge 
tersebut, diyakini bahwa kekuasaan dapat 
menjadi kekuatan yang membentuk peri
laku dan juga budaya masyarakat dalam 
kehidupan sosialnya. Akhirnya, kekuatan 
yang membentuk perilaku tersebut akan 
menjadi kekuatan yang memiliki peran da-
lam membentuk pondasi praktik akuntansi 
masyarakat Betawi pada masa kolonialisme 
Belanda.

Praktik akuntansi yang terjadi pada 
masyarakat Betawi atau praktik akuntansi 
Betawian, terlihat dari transaksi atau peris-
tiwa yang berhubungan dengan kehidupan 
ekonomi, social, dan politik masyarakat 
Betawi pada masa kolonialisme Belanda. 
Pengetahuan akuntansi pada masyarakat 
Betawi saat itu muncul dari pelaksanaan 
sistem kolonialisme Belanda dan akuntansi 
mempunyai peranan penting dalam hubung
annya dengan harga, biaya, dan keuntung
an. Pemahaman terhadap pengetahuan 
akuntansi oleh masyarakat Betawi saat itu 
berhubungan erat dengan masalah sosial 
terkait tanah partikelir yang membutuhkan 
banyak tenaga kerja dan menimbulkan ba
nyak eksploitasi di luar kemanusiaan.

Kuasa adalah suatu kapasitas yang 
dimiliki kolonialisme Belanda untuk meng-
hasilkan pengaruh besar terhadap pemung-
utan pajak yang dilakukan pada masyarakat 
Betawi saat itu. Kuasa yang dimiliki kolonial-
isme Belanda sebagai suatu penggerak sosial 
dan perekonomian masyarakat Betawi san-

gat erat hubungannya dengan pengetahuan 
tentang praktik akuntansi. Kuasa (power) 
dari kapitalis kolonialisme Belanda merupa-
kan suatu mekanisme yang dapat mencip-
takan pengetahuan (knowledge) yaitu dalam 
hal pemungutan pajak dan dendanya se-
bagai alat untuk melanggengkan kuasanya. 
Selain itu, ulasan mengenai kuasa penge-
tahuan akuntansi pada masyarakat Betawi 
dalam wilayah kolonial Belanda melahir-
kan suatu kontruksi kekuasaan akuntansi 
yang dilakukan melalui aktivitas perpajakan 
ataupun perdagangan. Hal tersebut menun-
jukkan bahwa akuntansi dan kuasanya 
berperan penting dalam berbagai aspek ke-
hidupan terutama yang berhubungan de
ngan tata kelola pemerintahan sehubungan 
dengan perdagangan dan perpajakan. Peran 
tersebut tergambar secara jelas dalam hal 
pengawasan dan pengambilan keputusan 
atas aturan-aturan dan kebijakan kolonial-
isme tentang pajak dan perdagangan.
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